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ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya praktek gadai tanaman
keras berupa kelapa di Desa Padang Gantiang, Batu Sangkar, Sumatera Barat.
Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam praktek gadai tersebut, penggadai
diperbolehkan untuk mengambilan manfaat dari barang gadaian yang menurut
hukum Islam tanaman kelapa tersebut tidaklah termasuk dalam barang gadaian
yang membutuhkan biaya perawatan. Penelitian inj dilakukan dengan
memfokuskan pada masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek
gadai tanaman keras (kelapa) di masyarakat Padang Gantiang khususnya dan adat
Minangkabau umumnya.

Adapun metode yang digunakan untuk menemukan jawaban terhadap
perinasalahan tersebut adalah metode penelitian lapangan (Field Research). Sifat
penelitian ini adalah Research Development dengan mengunakan cara deskriptik-
aralitik, dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan
normatif. Data-data yang diperoleh berupa data primer, yang meliputi kepala
nagari, ketua adat dan beberapa masyarakat yang dianggap mengetahui,
memahami, juga pernah melakukan gadai tanaman keras. Adapun data sekunder,
merupakan data berupa dokumen yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap
data-data tersebut dengan cara induktif. Untuk menilai hukum dari gadai tanaman
kelapa di Desa Padang Gantiang ini, penyusun menggunakan cara berfikir
deduktif.

Berdasarkan penelitian, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan
bahwa hukum Islam tidak membenarkan pemegang gadai untuk mengambil
manfaat atas barang gadai yang berupa tanaman keras. Dan alasan masyarakat
untuk melakukan gadai terkadang tidak untuk memenuhi kebutuhan yang

mendesak, melainkan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder.
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara
garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Keterangan
‘ alif - -
o ba b Be
“ ta t Te
o sa s es dengan titik di atas
T jim J Je
C ra H, ha dengan titik di bawah
d kha Kh ka-ha
> dal D De
3 7a Z z dengan titik di atas
J ra R Er
P zai Z Zet
B S sin S Es
A syin Sy es-ye
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es dengan titik dj bawah

e

de dengan titik di bawah

te dengan titik di bawah

e

zet dengan titik di bawah

koma terbalik di atas

Ge

Ef

Ki

Ka

El

£ mim M Em
© nun N En
I S R
J wau W
.
-2 ha H
apostrof (tetapi tidak
s hamzah ’ dilambangkan apabila ter-letak di
awal kata)
] ya Y ya
L -

vii




MOTTO

“Karena itu, ingatlah Ramu Repada-Ku niscaya ARy ingat (pula )

Repadamu, dan bersyukurlaf Repada-Ku, dan janganlafi Ramu

mengingRari (ni'mat)}Ku”~

" al-Bagarah (2): 152



KATA PENGANTAR

¥y Ll el e camnas 4y ol &) &
gy g odes Wt OF dgal 5 a el ¥ oo 5 30 Y] &Y Of g
3o e 5 et i Mg el G sl e oS 551

£

Jxs Lal .Q}&@.‘SW

Segala puji dan puncak kekaguman serta keagungan hanya tertuju kepada
Allah Swt. Dia-lah yang telah menganugerahkan Al-Qur’an sebagai hudan Ii an-
nas, rahamatan li alamin, Dia-lah yang Maha mengetahui makna dan maksud
kandungannya.

Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.
Dialah Rasulullah sebagai penyampai, pengamal serta penafsir pertama dan utama
terhadap al-Qur’an al-Karim. |

Penyusun bersyukur kepada Allah Swt, karena dengan pertolongan dan
hidayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAMAN KERAS
DALAM  ADAT MINANGKABAU (STUDI DI DESA PADANG
GANTIANG)”. Penyusun juga menyadari dan tidak memungkiri akan banyaknya
kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa
mengaharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan
hasratnya, memaksa seseorang berusaha memperoleh bantuan permodalan guna
peningkatan usaha dan peningkatan daya guna suatu barang atau jasa. Dalam
usaha memenuhi kebutuhannya. mengharuskan seseorang berhubungan dengan
orang lain, tentunya yang mempunyai kemampuan lebih. Misalnya seseorang
berfikir untuk meminta bantuan dari kerabat-kerabat dekatnya atau masyarakat
sekitarnya yang lebih mampu, atau bantuan dalam hubungan pekerjaan antara
seorang yang mempunyai jasa dengan orang yang membutuhkan jasa dari orang
lain.

Dalam  masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang saling
berkaitan satu dan lainnya, dalam arti saling membutuhkan. Apabila masing-
masing anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperkaitkan kepentingan
mereka satu dan lainnya di dalam suasana damai tanpa paksaan dan tekanan, maka
pada akhirnya terbentuklah suatu pola hubungan yang tetap di antara mereka.
Suatu kaidah lzhir dari suatu proses memberi dan menerima antara orang yang
berkepentingan ang terlibat dalam masyarakat melalui jangka panjang, akhirnya

proses interaksi itu memperoleh bentuk berupa pola-pola hubungan vang menetap




menjadi kebiasaan, kemudian disebut sebagai kaidah Hukum Kebiasaan atau
kaidah Hukum Adat.'

Pola hubungan dalam masyarakat tersebut dapat berupa hubungan jual
beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau gadai. Dalam hubungan tersebut
terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap orang mempunyai hak
yang harus diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga ia
memikul kewajiban yang harus ditunaikannya pada orang lain. Demikian juga
pola hubungan yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau yang merupakan salah satu dari berbagai
macam masyarakat adat di Indonesia juga mempunyai aturan-aturan adat
tersendiri dan beberapa masih berlaku sampai sekarang.

Ketika Islam memasuki nusantara khususnya Minangkabau, terjadilah
intcraksi antara agama dan adat setempat. Islam dianggap tidak bertentangan dan
dipandang melengkapi hukum adat yang telah berlangsung lama®.

Berdasarkan pendapat para ahli, kekerabatan di Minangkabau adalah
matriarchaat atau matriarki.’ Jika dilihat dari sistem kekerabatan matriakat, di
dalamnya terkandung arti kekuasaan, yang berarti dalam adat Minangkabau yang

kckuasaan dalam suatu keluarga berada pada pihak perempuan atau ibu.

' Sayuti Thalib (Ed.), Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia “Peringatan Satu Tahun
Meninggalnya Hazairin" (Jakarta: Yayasan Ul, 1976), him.33.

> M.Nasroen, Dasar-dasar Falsafah Adat Minangkabau (Djakarta: CV. Penerbit
Pasaman, 1971), him.191.

* Ismuha, Pengganti Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum adat
dan Hukum Islam, Cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), him. 35.



Dengan sistem kekerabatan matrilinial yang dianut oleh adat Minangkabau
memastikan adanya harta pusaka keluarga sebagai jaminan kehidupan anak cucu,
harta pusaka tersebut dimiliki secara bersarﬁa, dan tidak boleh dijual.

Harta pusaka masyarakat adat Minangkabau berupa tanah dan yang bukan
tanah. Yang dimaksud tanah dalam adat Minangkabau adalah sawah, ladang, dan
perkebunan,” sedangkan yang dimaksud bukan tanah adalah rumah gadang®
Harta pusaka tersebut dapat berpindah tangan (kepada selain kerabat) hanya
dengan menggadaikannya, setelah dapat izin dari semua ahli waris.

Penggadaian adat Minangkabau semenjak dahulu dibolehkan, dan sering
disebut dengan Pagang Gadai.

Gadai adalah pihak yang mempunyai harta
Pagang adalah pihak yang mempunyai uang®.

Sifat dari pagang gadai adalah berfungsi sosial, karena gadai biasa terjadi
bagi orang yang mempunyai harta dan kekurangan uang, dan begitu juga
sebaliknya, yang menanggung adalah orang yang punya uang tetapi tidak punya

harta (dalam keadaan kekurangan harta).’

* Perkebunan pada adat Minangkabau adalah berupa tanaman keras seperti kelapa,
cengkeh dan lain-lain. Tanaman keras tidak memerlukan modal dalam perawatannya namun akan
terus menghasilkan bagi pemiliknya. Menurut Lampiran Intruksi Presiden Republik Indonesia no.
I th.1986 tentang Pedoman Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)
yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, 1.1.(8): Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit,
karet, tebu, dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Rumah gadang atau disebut juga rum:h gonjong adalah rumah keluarga yang
merupakan turunan dari leluhur yang harus dijaga kelestariannya.

® ismuha, Pengganti Tempat dalam Hukum Waris., him.139

7 Idrus Hakimy, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau (Bandung: CV.
Remadja Karya, 1984}, him.139.



Jadi pagang gadai adalah perjanjian meminjamkan uang dalam nilai
terientu dengan memberikan jaminan harta benda, dan harta tersebut dapat
kembali lagi kepada si penggadai, jika penggadai telah mengembalikan uang yang
dipinjam.

Ada sebuah aturan khusus dalam adat Minangkabau tentang pengadaian
yang menyatakan bahwa harta yang digadaikan boleh ditebus paling cepat setelah
dua tahun atau satu kali masa panen sehingga si penerima gadai dapat menikmati
hasil dari barang gadaian tersebut.

Syarat pagang gadai sangat berat bagi pihak yang menggadaikan.
Ketentuan nilai harga gadaian hampir seperti harga jual, sehingga sulit bagi
penggadai untuk menebusnya kembali. Dan selama barang tersebut tergadai, hasil
atau sebagian hasil dari barang gadaian tidak dapat dinikmati oleh penggadai atau
pemilik. Biasanya kalau tidak karena alasan yang kuat yang akan dapat menjadi
malu seluruh kaum kerabat, maka pagang gadai tidak akan pernah dilakukan.®

Berbeda dengan gadai dalam Islam, yang meripakan memberikan suatu
barang sebagai kepercayaan kepada orang yang meminjamkan uang, andaikan
orang yang berhutang (penggadai) tidak mampu membayar hutangnya, maka
orang yang diberi kepercayaan untuk memegang barang tersebut boleh
menjualnya setelah disepakati, dan penerima gadai tidak dibolehkan mengambil

manfaat kecuali dengan adanya izin dari yang empunya harta.’

* A.A. Navis, dlam Terkembang Jadi Guru (Jakarta: Graffiti, 1986), him.168

 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat
Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), him.177




Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masail Fighiyah, yang
dikutip dari buku Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, dan Gadai karya
A.A.Basyir, menjelaskan bahwa si pemegang gadai punya hak sifat kebendaan
tidak pada sifat guna dan pemanfaatannya. Dikatakan juga bahwa si pemegang
hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan juga
memanfaatkannya, sebagaimana pemilik barang ata;x si penggadai tidak berhak
menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu
mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya (si penggadai).'’

Selain itu seorang kreditur juga mempunyai hak yang disebut hak retentie,
yaitu hak untuk menahan suatu barang sampai piutang itu dilunasi. Dalam hal ini
jelas bahwa hak seorang kreditur hanya sebatas menahan saja tidak memanfaatkan
barang. Karena hak retentie tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap
barang yang ditahan tersebut, jadi hanya boleh menahan saja."!

Namun, jika harta benda yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti
kerbau, sapi, kuda dan lain-lain, maka dalam hal ini tidak ada halangan bagi yang
menerima gadai atau yang memegang gadai untuk mengambil manfaat dari
barang gadai itu, sekedar pengganti atau imbalan jasa daripadanya.'?

Figh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut al-Rahn yaitu

perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Rahn mempunyai

' Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Cet.ke-2 (Jakarta: Haji Masagung, 1994), him.118

" Ny. Sri Soedewi Sarjchoen Safwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Y ogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1980), him.63

2 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Figh [<lam, Cetke-1 (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1994), him.47




nilai sosial yanig tinggi.'? Berbeda dengan konsep adat yang menjadikan barang
gadai sebagai sarana untuk memiliki sesuatu.

Dari paparan di atas terlihat perbedaan mengenai gadai dalam adat
Minangkabau dengan hukum Islam. Fenomena tersebut menarik penyusun untuk
mengikatnya dalam sebuah tema “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai

Tanaman Keras dalam Adat Minangkabau” (Studi di Desa Padang Gantiang).

B. Pokok Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat
ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni:
I. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batasan waktu dari gadai
tanaman keras di adat Minangkabau?
2. Bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat

dari gadai tanaman keras dalam adat Minangkabau?

C. Tujuan dan Kegunaan
I. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan apakah gadai terutama tanaman keras dalam adat
Minangkabau sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum

~  Islam.

¥ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), Problematika Hukum Islam
Kontemporer, Cet.ke-2, Buku ke-3 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), him. 59




b. Untuk menjelaskan mengenai batasan waktu dan pengambilan manfaat
terhadap tanaman keras dalam masyarakat adat Minanagkabau di Desa
Padang Gantiang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan [lmu Pengetahuan
tentang gadai pada masyarakat adat terutama adat Minangkabau.

b. Agar penelitian ini dapat menarik perhatian para ulama khususnya MUI
Sumatera Barat untuk mengkaji ulang pelaksanaan gadai, khususnya di

daerah administrasi mereka.

D. Telah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang sangat membantu dalam mengkaji masalah
gadai pada adat Minangkabau sejauh yang dapat dijangkau oleh peneliti, di
antaranya: karya A.A. Navis “Alam Tekembang Jadi Guru”. Buku ini berbicara
mengenai gambaran umum tentang alam Minangkabau, mulai dari pertama kali
terbentuknya suku adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah aturan hidup
bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak
Parpatiech Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Dalam buku ini juga
memaparkan pembagian batasan daerah-daerah yang terdiri dari luhak-luhak serta
falsafah alam Minangkabau yang dijadikan pedoman hidup masyarakat
Mina;lgkabau Juga dijelaskan dalam buku ini.

A.A Navis dalam bukunya yang sama juga mengatakan bahwa sistem

ekonomi masyarakat Minangkabau yang komunal dengan sendirinya menjadikan




harta benda milik bersama seluruh kerabat atau seluruh kaum yang secara
gencologis menurut garis keturunan perempuan atau ibu. Harta tersebut dikenal
dengan sebutan harta pusaka tinggi. Karena kedudukannya yang turun temurun
dari generasi ke generasi, sehingga kalaupun hendak mengetahui siapa generasi
pertama sangat sulit.

Harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat diperjual belikan oleh kaum,
mereka hanya bertugas untuk menjaga dan kemudian diwariskan kembali kepada
generasi berikutnya. Karena harta tersebut tidak dapat dijual maka apabila ada
anggota kaum yang sangat membutuhkan dana untuk keperluannya maka dapat
digadaikan. Sebagai pusaka tinggi, warisan itu memerlukan persetujuan dari
penghulu kaum untuk mengubah statusnya. Persetujuan penghulu itu tentu saja
tidak mudah untuk didapatkan, penghulu hanya akan menyetujui tindakan itu
apabila seluruh ahli waris telah sepakat melakukan gadai.'

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya “Hukum Islam lentang Riba, Utang
Piutang, Gadai” yang membahas tentang perjanjian gadai, hak dari pemegang
gadai terhadap barang gadaian hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang
mempunyai nilai. Pemegang gadai hanya berhak menahan barang gadaian, dan
tidak berhak memungut hasilnya. *

Dari beberapa rujukan di atas, penyusun juga mengambil beberapa karya

lain yang juga menunjang dalam penelitian ini, yakni karya Abdurrahman al-Jaziri

" A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru, (Jakarta: Graffiti, 1986)

" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, Gadai, Cetke-2
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983)



“Kitab Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah’® dan karya dari Amir Syarifuddin
“Pelaksanaan ~ Hukum  Kewarisan Islam  dalam Lingkungan  Adat
Minangkabau”"". Karya yang pertama menguraikan prinsip-prinsip dari gadai
dalam figh Islam serta pendapat ulama mengenai gadai dan pengambilan manfaat
dari barang gadaian. Buku kedua menguraikan tentang hubungan kekerabatan
matrilinial yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kewarisan harta pusaka juga
terkait dengan penggadaian harta pusaka keluarga pada adat Minangkabau.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang gadai, tidak dipungkiri telah
banyak yang membahasnya namun pembahasan tersebut mengenai gadai tanah,
sedangkan yang membahas mengenai gadai tanaman keras dalam adat
Minangkabau belum penyusun temukan. Dalam skripsi saudara Makinun Amin
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah (menurut Adat) di Kec.
Kalicupang Kab. Ciamis Jawa Barat” dan dalam skripsi saudara Antoni Eka
Putra “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa
Talang Kec. Perwakilan Mungka Kab. Lima Puluh Koto Sumatera Barat”, kedua
skripsi ini membahas tentang gadai tanah secara hukum adat.

Dengan demikian, dapat penyusun simpulkan bahwa penelitian tentang
gadai tanaman keras yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau ini belum

pernah dikaji baik dalam buku-buku, skripsi ataupun literatur lain.

' Abdurahman al-Jaziri, Kitab Figh ‘ald Mazahib al-Arba’ah (Turki: Dar asy-Syafayah,
1981)

7 Ani- Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat
Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
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E. Kerangka Teoritik

Dalam rangka memahami adat Minangkabau, tidak terlepas dati dua
bentuk norma penting yaitu norma agama dan norma adat. Dalam hubungan ini
supaya terwujud penilaian yang obyektif, agama dijadikan sasaran penelitian yang
secara metodologi agama haruslah dijadikan fenomena yang riil. Dalam
mempelajari agama ada lima bentuk gejala agama yang dapat diperhatikan yaitu:
Pertama, scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol
agama. Kedua, penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap,
perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga.
Keempat, alat-alat. Kelima, organisasi-organisasi seperti Nahdhotul Ulama,
Muhammadiyah dan lain-lain.'®

Penilaian terhadap suatu hukum harus melihat segi kemaslahatan
masyarakat seandainya madlaratnya lebih - besar dari maslahatnya bagi
masyarakat, maka madlaratnya harus ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah

fighiyah yang menyatakan:

‘9@w\@;uhedhmu\¢Jd

Menurut syara’, gadai berarti menjadikan sesuatu harta benda sebagai

tanggungan untuk berhutang. Dasar yang dipakai dalam aqad gadai adalah al-

** M.A.Mudhzar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), him.13-14

" Asjmuni. A. Rahman, Qaidah-qaidah Fighiyah (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him.29.
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Qur’an dan al-Hadits. Landasan normatif gadai adalah sebagaimana firman Allah

Swi: 20

ol B Aasiie G LS o0t oy e le
Yo 4y Al Gl g Al Ol el J‘}gﬁ Liasy es._ax_:

Z‘ﬁlc uMM&ﬁ‘jweﬁ‘L\AMLﬁjgdw’ ‘)A:!S:\

Ayat ini menguraikan tentang bolehnya melakukan gadai jika
bermuamalah tidak secara tunai dan hendaknya para saksi menyebutkan
kesaksiannya bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan
transaksi. Al-Qur’an juga telah menguraikan dengan jelas bahwa tujuan gadai
adalah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. karena kurangnya kadar
kepercayaan antara dua orang yang bertransaksi, bukan kesempatan untuk
memperoleh keuntungan atau riba.

Sabda Rasulullah Saw:

3N uj‘ u@daﬁwd}&\ A...Ué\,glcgfhauaﬂ\ 8
ZAC ) 43 g

"~ Ahmad Isa Asyur, Figh Islam. Bab: Mu’amalah (Yogyakarta: Pustaka Mantig, 1995),
him.52

o Al-Baqgarah (2) : 283
2 Imam al-Bukhari, Sakhih Bukhari. Kitab ST Rahni fi al-Hadir. Bab Man Rahana Dir ‘ahu,

II: 115. Hadis riwayat Bukhar dari Aisyah ra dari Aswad dari Ibrahim dari ‘Amasy dari Abdul
Wahid dari Musaddad.
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Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Sav/ sendiri pernah melakukan
trensaksi gadai, sehingga dapat dikatakan bahwa menggadaikan suatu barang
sebagai jaminan diperbolehkan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa agama
Islam dalam urusan muamalah tidak membedakan antara pemeluknya dengan
pemeluk lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain, sama
dengan sesama mereka. Dan harta mereka (pemeluk lain) tidaklah halal kecuali
dengan cara yang halal terhadap sesama muslimin.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya
saling tolong menolong atas dasar rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin
dan tanggung menanggung dalam hidup di masyarakat. Islam mengajarkan agar
dalam hidup bermasyarakat dapat menegakkan nilai-nilai keadilan dan

menghindari praktek-praktek penindasan, sebagaimana firman Allah SWT:

203l g oY) e 1 giglad Y g (68 Tyl e 1 g gla

Unsur-unsur dari gadai adalah: orang yang menyerahkan barang gadai,
discbut “penggadai”, orang yang menerima (menahan) barang gadai, disebut
“pemegang gadai”, barang gadaian disebut “marhiin” dan sighat akad.**

M. Rifa’i dalam bukunya “/lmu Figh Islam Lengkap” menjelaskan bahwa
syarat gadai menggadaikan adalah sebagai berikut:

1. ljab gabul, yakni tanda serah terima

2 Al-Maidah (5) : 2

* Ahmad Azhar Basjir, Hukum Islam tentang Riba, Hutang-pihutang, Gadai, Cetke-2
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), him.53
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2. Harta yang digadaikan, yakni benda yang sah dijual
3. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadaian, kedua belah
pthak harus akil baliq dan tidak dalam larangan mempergunakan
hartanya dan dilakukan dengan kemampuannya sendiri.
4. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan
5. Tidak juga merugikan orang yang menerima gadai®
Dalam utang-piutang harus tetap ditekankan nilai-nilaj sosialnya, seperti
pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya penggadai belum mampu untuk
membayar utang gadainya, maka jangan sampai ditumpukkan beban yang
memberatkan, seperti harus ada kelebihan dari uang pokok gadai atau mengambil
semua hasil dari barang gadaian tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh

Allah dalam al-Qur’an:

S 1 s ) 8 55l 5 e 53 (S o 5

26 O ! o o« .S
Adapun gadai dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah, maka

dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat

prinsip-prinsip mu’amalah?’, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ® M. Rifa"i, llmu Figh Islam Lengkap, (Semarang; Toha Putra, 1978), him. 423

** Al-Baqarah (2):280

7 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)

(Yogyakarta : Ul Pers, 2000), him.10
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I. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Hadits.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur
paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghilangkan madarat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan
kesempatan dalam kesempitan.

Dengan kerangka teoritik di atas, penyusun menginginkan penelitian ini

bertujuan untuk menjelaskan perbedaan gadai adat Minangkabau dengan hukum
Islam, dan bagaimana hukum Islam menyikapi perbedaan itu, agar antar adat

Minangkabau dan hukum Islam dapat saling menerima dan menyesuaikan diri.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu
bersumber dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai
pelaksanaan gadai tanaman keras yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Padang Gantiang.
Z.f Sifat Penclitian

Suatu penelitian (research) pada umumnya bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan, atau menguji kebenaran pengetahuan. Penelitian ini
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merupakan developmental research®®, yaitu mengembangkan penelitian

yang telah ada sebelumnya mengenai gadai dalam adat Minangkabau.

Dengan  menggunakan  cara deskriptif-analitik,  yaitu dengan

menggambarkan praktek gadai tanaman keras di Desa Padang Gantiang

yang kemudian penyusun analisis dengan menggunakan sudut pandang
hukum Islam mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
gadai di Desa Padang Gantaing.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normarif yaitu

pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada

hukum Islam, ‘baik berdasarkan nash-nash maupun hasil pemikiran

(ijtihad) fuqaha.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian tersebut di atas, maka

penelitian ini merﬁbutuhkan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer: adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat
Desa Padang Gantiang, meliputi kepala/waii Nagari, ketua adat, serta
bebcrapa masyarakat yang dianggap mengetahui, memahami dan juga
pernah melakukan gadai tersebut.

b. Data Sekunder: adalah data tertulis, bersumber pada dokumen disebut

sebagai data dokumenter, yaitu berupa gambaran atau deskripsi

? Sutrisno Hadi, Metodologi Research | (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1984), him.3
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wilayah penelitian serta data-data yang mendukung analisis dalam
penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Ada dua clemen penting yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data,
vaitu: Pertama, observasi atau pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki®, guna memperoleh data
yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan
dengan gadai tanaman keras dalam adat Minangkabau. Kedua, interview
atau wawancara yaitu, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab
sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematik dan berlandasan pada
tujuan penelitian.*® Jnterview ini dimaksudkan guna menyempurnakan data
awal yang didapat pada observasi lapangan. Adapun mengenai responden
adalah orang-orang yang terkait langsung dan berkompeten dengan obyek
penelitian.
Analisis Data
Data yang telah terkumpul oleh penyusun dianalisis dengan cara berfikir
induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus,
peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-

generalisasi yang mempunyai sifat umum.’' Untuk menilai hukum dari

him.136

* Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),

% Ibid., him.193

' Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 1984), him.42
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praktek gadai tanaman keras ini, penyusun menggunakan cara berfikir
dedukitif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, atau
generalisasi yang  bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.*?

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian
pembahasan dan bagian penutup. Bagian pendahulu merupakan bab pertama yang
membahas signifikansi pokok masalah bagi hukum Islam dan juga tujuan yang
hendak dicapai. Pada bab ini menguraikan berturut-turut latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua, ketiga
dan keempat. Bab kedua mendeskripsikan wilayah penelitian bertujuan agar
penelitian Iebih valid dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa
prakick gadai di desa Padang Gantiang. Maka pada bab ini dibahas letak
geografis, topografis sampai kehidupan sosial keagamaannya. Sebagaimana yang
diketahui, masyarakat adat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilinial,
yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik dari perempuan.
Kedudukan perempuan sebagai penerus kepemilikan harta pusaka lebih tinggi dari
kaumﬂlaki—laki, dan dalam penggadaian adat Minangkabau sistem kekerabatan

sangat mempengaruhinya. Dikarenakan yang digadaikan adalah harta pusaka

32 Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan
Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 1989), him. 13
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keluarga, maka dalam bab inj Juga penyusun akan menguraikan seberapa besar
pengaruh dari sistem kekerabatan lerhadap gadai tanaman keras dalam adat
Minangkabau dan praktek gadai tersebut.

Memasuki bab ketiga, penyusun menguraikan tentang pembahasan
mengenai gadai menurut hukum Islam, bertujuan untuk menyoroti praktek gadai
di desa Padang Gantiang. Gadai dalam Islam lebih dikenal dengan ar-Rahn, dan
dalam hukum positif dikenal dengan borg. Bab ini mencakup tentang arti gadai
dari segi bahasa juga hukum Islam, landasan-landasan gadai, prinsip-prinsip
gadai, manfaat gadai dan tujuan disyari’atkannya gadai, serta pendapat ulama
mengenai pengambilan manfaat dari barang gadai.

Bab keempat merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap
praktek gadai tanaman keras di desa Padang Gantiang, yang ditinjau dari
perpsektif hukum Islam.

Bagian penutup merupakan akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan

dari penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.




BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu
telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut;

Praktek gadai yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau khususnya
di Desa Padang Gantiang merupakan adat istiadat yang telah berlangsung turun.
temurun keberadaanya dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Dalam praktek
gadai tersebut, pelunasan utang penggadai ditentukan berdasarkan waktu yang
telah disepakati bersama. Tetapi, jika pihak yang meﬁggadaikan belum bisa
melunasi hutangnya, maka hal tersebut dapat di atasi dengan menambah uang
gadai (mampadalam) atau hanya dengan penguluran waktu pembayarannya.

Jika pihak pemegang gadai memberikan tenggang waktu kepada
penggadai dalam hal pembayaran, maka hal ini dapat dibenarkan oleh hukum
Is'am tanpa harus menambah uang gadainya.dan tidak untuk sebaliknya.

Memperhatikan norma-norma hukum Islam tentang masalah gadai, maka
gadai tanaman keras di Desa Padang Gantiang tersebut bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-araknya. Hal ini dapat dibenarkan
karena manfaat yang diperoleh dari gadai tersebut lebih besar dari madarat yang
ditimbulkannya, sedangkan untuk biaya pernilahan tidak dibenarkan oleh Islam.

Pengambilan manfaat dari barang gadaian tanaman keras tidaklah

dibenarkan oleh hukum Islam karena barang gadaian tersebut merupakan barang

79
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Pengambilan manfaat dari barang gadaian tanaman keras tidaklah
dibenarkan oleh hukum Islam karena barang gadaian tersebut merupakan barang
gadain yang tidak membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan layaknya

binatang ternak.

B. Saran-saran

I. Dari permasalahan yang telah penyusun uraikan, hendaknya ulama
setempat dapat memberikan perhatian terhadap praktek gadai tanaman
keras ini. Pengarahan dari ulama mengenai gadai secara hukum Islam dan
perbedaan antara hutang dan gadai sangat diperlukan, agar terhindar dari
penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam, mengingat seluruh
masyarakat Desa Padang Gantiang beragama Islam.

2. Hendaknya diadakan penelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan
postulat “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah, Syara’ basandi
Adat memakai dalam adat Minangkabau mengenai permasalahan gadai
tanaman keras ini khususnya dan dalam acuan penetapan hukum adat
Minangkabau umumnya, supaya tidak terjadi penyimpangan dari al-
Qur’an dan as-Sunnah.

3. Hendaknya salah satu pihak yang melakukan gadai ini, tidak merugikan
pihak lainnya, sebab tujuan gadai bukan untuk mendapatkan keuntungan,

melainkan untuk menolong pihak yang lemah dengan dasar kekeluargaan,

Akhirnya segala kebenaran yang terdapat dalam kripsi ini, datangnya

hanya lah dari Allah Swt semata, dan segala kekurangan, kesalahan, dan
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kekeliruan yang terdapat di dalamnya tak lain dan tidak bukan adalah karena
kelemahan penyusun sebagai manusia biasa.

Walaupun demikian, penyusun berharap semoga skripsi ini dalam
keterbatasan dan kesederhanaannya, kiranya tetap membawa manfaat bagi

siapapun yang berminat dalam bidang Ilmu Hukum Islam.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

No

Halaman

F.N

Terjemahan

10

11

11

12

13

46

46

19

21

22

23

26

BAB1

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik
kemaslahatan

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat
tidaak secara tunai) sedangkan kamu tidak
menemukan seorang peneliti, maka hendaklah ada
barang tanggungannya yang dipegang (barang oleh
yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai dia menunaikan amanatnya (hutang)
dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya

Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari
orang Yahudi dengan tempo dan sebagai
tanggungannya menyerahkan baju besinya.

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,
mak berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan
mensedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

BAB III

Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa
yang telah diperbuatnya

Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta
menurut pandangan syara® sebagai jaminan hutang,
hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil
hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat)




10.

11.

15.

16.

47

48

49

52

57

58

59

62

65

15

23

25

29

32

40

barangnya itu.

Gadai secara bahasa artinya: tetap dan kekal, dan
dalam artian syara’: menjadikan sesuatu benda yang
mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’
untuk kepercayaan terhadap suatu hutang, sehingga
memungkinkan untuk mengambil seluruh atau
sebagian hutang dari benda itu.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak
secara tunai) sedangkan kamu tidak menemukan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungannya yang dipegang (barang oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai dia menunaikan amanatnya (hutang)
dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya

Rasulullah pernah membeli makanan dari orang
Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju
besi beliau.

Setiap apa yang tidak sah dijual belikan maka tidak
sah pula digadaikan.

Rasulullah berkata: gadaian ditunggangi dengan
nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air
susu diminum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan
Jaminan hutang kepada yang menunggangi dan
meminum harus memberi nafkah.

Setiap apa yang tidak sah dijual belikan maka tidak
sah pula digadaikan.

la (pemilik barang gadai) berhak mengambil
hasilnya dan ia wajib memikul bebannya.

Tidak berhak penggadai memiliki barang yang
digadaikan oleh temannya yang tidak mampu
membayar hutangnya. Ia (pemilik barang gadai)
berhak mengambil hasilnya dan ia wajib memikul
bebannya.

Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia
dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum
dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang
kepada yang menunggangi dan meminum harus

11




N

18.

19.

20.

21.

22.

23.

67

68

68

69

74

75

77

o

16

18

memberi nafkah.

BAB 1V

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan
mensedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Allah meninggikan Cerajat bagi orang-orang yang
beriman di antara kamu dan -orang-orang yang
menuntut ilmu.

Nikahi walaupun dengan szekor kambing.

Apa yang diwalimahkan oleh Rasulullah Saw ketika
mengawini istrinya ialah sebagaimana yang
diwalimahkan ketika beliau mengawini istrinya
Zainab, yaitu berwalimahan dengan seekor kambing.

Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia
dijadikan jaminan hutang dan air susu di minum
dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang
kepada yang menunggangi dan meminum harus
memberi nafkah.

Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.

Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba),
maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak
menganiaya dan tidak pula dianiaya.

I




Lampiran. II

I.

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA/TOKOH

Ahmad Azhar Basjir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928,
Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan
Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. beliau memperdalam Bahasa Arab di
Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister
pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti
Pendidikan Purna Sarjana Filasafat di Universitas Gajahmada Yogyakarta
pada tahun 1971-1972. Lektor di Universitas Gajahmada Yogyakarta
dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan
Pendidikan Hukum Islam.

Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, dan juga tim pengkaji hukum Islam
dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir
menjabat sebagai ketua Pengawas Pusat Organisasi Muhammadiyah.

Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, Garis Besar Sistem
Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum daldm Islam dan lain-lainya.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sarjito -
Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta,

Ali Akbar Navis

Beliau lahir di Padang Panjang Sumbar tanggal 17 November
1924, menempuh pendidikan di INS Kayu Tanam. Sejak tahun 1950
beliau mulai aktif menulis diberbagai media cetak. Jabatan terakhir yang
beliau pegang adalah sebagai anggota DPRD tingkat I Sumatra Barat dan
Dosen Luar Biasa pada Fakultas Sastra Universitas Andalas (UNAND)
dalam mata kuliah Adat dan Kebudayaan Minangkabau.

Amir Syarifuddin

Lahir di Desa Pakan Sinayan }.ecamatan Banuhampu Sungai Puar
Kabupaten Agam. Stelah menamatkan pendidikan setingkat Aliyah, beliau
melanjutkan jenjang pendidikan Strata satu (S1) sampai Strata tiga (S3)
pada JTAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul disertasi
"Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau”. Pernah menjabat sebagai Rektor dan sekaligus sebagai
Guru Besar pada IAIN Imam Bonjol Padang dekade tahun 1982-an. Sejak



tahun 1994 beliau menjabat sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia MU
Sumatra Barat sampai sekarang.

. Imam Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu abdillah Muhammad bin Isma’1
ibnu Ibrahim bin Migirah bin Bardizbah. Ia kemudian terkenal dengan
nama Bukhari yang diambil dari nama kota tempat kelahirannya. Ayah
beliau bernama Isma’il, ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim,
namun sejak kecil, kecerdasan, ingatan, hafalan serta pandangan hatinya
yang tajam yang telah kelihatan. Pada usia 16 tahun ia telah mengkuasai
berbagai pendapat para ahli fakir, lengkap dengan pokok-pokok pikiran
maupun mazhabnya.

Pada tahun 210 H, beliau menunaikan ibadah haji dan setelah
selesai beliau tidak kembali ke Bukhara, tapi bertempat tinggal di
Madinah. Di kota inilah beliau menyusun sebagian buku-bukunya antara
lain, at-Tarikh al-Kabir. Disana ia berkelana ke daerah-daerah lain seperti
Syam, Mesir, Aljazair, Kubah, Bagdad, beliau bertemu dengan Imam
Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 250 H, beliau pergi ke Naisabur untuk
mengajar, namun kemudian beliau kembuli lagi ke kampung halamannya
di Bukhara.

Atas permintaan masyarakat Samarkand, Imam Bukhar menuju ke
negeri itu dan di sana beliau wafat pada malam hari raya Idul Fitri 256 H,
dalam usia 62 tahun.

. Sayyid Sabigq ‘

Seorang ulama besar terutama pada bidang Ilmu Figh. Lahir di
Mesir tahun 1915. Beliau guru besar di Unijversitas al-Azhar. Beliau
seorang al-Ustad al-Bana, seorang mursid al-Umam dari Partai Politik
Ikhwanul Muslimin. Penganjur Ijtihad dan kembali ke al-Qur’an dan
Hadits. Pakar hukum Islam, karyanya yang terbesar adalah F; igh as-
Sunnah.




Lampiran III

(US)

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimanakah pola penggadaian tanaman keras pada adat Minangkabau?
Perkebunan dalam masyarakat adat Minangkabau termasuk salah satu harta
pusaka keluarga, dalam hal penggadaian apakah seluruh kerabat harus
menyetujuinya?

Apakah perjanjian (akad) gadai dalam adat Minangkabau secara tertulis?
Dalam syarat gadai tanah adat Minangkabau ditentukan batasan waktu
pembayarannya, apakah syarat tersebut juga berlaku untuk gadai tanaman
keras? Berapa lama batasan waktu untuk gadai tanaman keras?

Gadai pada adat Minangkabau, si pemeggang gadai dibolehkan untuk
menggambil manfaat dari barang gadai, apakah ini dengan persetujuan dari
pihak penggadai?

Adakah falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ basandi
adat mamakai, menjadi landasan berpijak masyarakat dalam mengahadapi
persoalan penggadaian?

Bisakah pola penggadaian tanaman keras di desa Padang gantiang yang ada
saat ini disesuaikan dengan gadai dalam hukurrll Islam?

Pernahkah terjadi pertentangan atau kerancuan dalam memahami ketentuan
antara adat dan agama dalam masyarakat? Dan bagaimana cara

penyelesaiannya?

VI
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Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth,
Eple Gubernare.

ala. Daepahn

Assalamu’alailum W Wi

Dengan ini kami sempaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,

Ly 1. . [P o Yt g X )

Uik k’ge}exj‘g‘{;a W menvusun  Skripsi/ Thesis dengan judul:
RSN SREADAT GADVT TANATAN KERAS

WERY

bahwa
r71 ey

vel

1

kamimohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDAS]

kepada mahasiswa kami: -
Nama o PESSEENAY aseTE o

Nomor nduk : 0 O53F,,, T

Semester

Jurusan

i tempat-tempa* sebagai berikut:

1. De aide %y Keo. Podang: Gantlong,
: e Hapas

i~

W

M

Metoce pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentas;
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat
untuk memperoleh ujian,/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. : : :

Adapun waktunya mulai : .j.'c(-l..JUNiJ,T..ZEG”Oq;.. s/d. .SaDesai....... .
Dengan Dosen Pembimbing : ... DR,. KHOIRUDDIN, NASUTION, MA....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima
kasih, .

Wassalamu'alaikum Wr., Wh.

NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.

Rektor IAIN Sonan Kalijupa (sby.Japaran):;

2. Arsin.
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Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor - 070/ 0AG . Yogyakarta,1 Juni 2004

Hal - ljin Penelit{an , Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat

di PADANG -

Menunjuk Surat o

Dart. - Rektor IAIN Suka

Nomor - IN/1/DS/P.00.9/1 190/2004
Tanggal 127 Mei 2004

Perinhal + Rek. Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari rencanal/proyek statement/research design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:
Nama - DESSY HAYU ASTUTI

No. Mhs. © 00380515

Alamat Instansi JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian TINJAUAN HUKUM ISLAM  TERHADAP GADAI TANAMAN KERAS DALAM ADAT
MINANGKABAU (Studi di Desa Padang Gantiang)

LOkas; Propinsi Sumatera Barat

Fenei%ii'berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dj
daerah sefempat,.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

fembusan Kepada Yth.
. Gubernur DIy (sebagai laporan)

{ '-..i.“;'_i-\ | x

QD
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PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI
No.B.070/ 777 IKB-BKLIVI-2004
Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey

Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat BAPPEDA Yogyakarta
No.070/6046 tanggal 1 Juni 2004, perihal Surat Pemberitahuan Penelitian, dengan ini kami
menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang
dilakukan oleh :

Nama . DESSI HAYU ASTUTI

Tempat/Tgl Lahir . Pakan Baru 17 Desember 1981

Pekerjaan : Mahasiswa.

Alamat o JIL Cut Nyakdien  Jambu Air No.67 P.Baru.

No.Kartu Identitas : 0038 05186. __

Maksud Judul Penelitian - “ Tinjauan Hukum Islam gadai tanaman keras dalam adat

Minang Kabau ( Desa Padang Gantiang ).
Lokasi Tempat Penelitian  : Kabupaten Tanah Datar. ‘
Waktu Penelitian : 21 Junis/d 1 Juli 2004
Anggota e

dengan ketentuan sebagai berikut : ,

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.

2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan
menunjukkan surat-surat keterangan yang barhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA -
-setempat maupun kepada |Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum
meninggalkan daerah / lokasi penelitian. : ‘ .

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta
kebijaksanaan masyarakat setempat.

4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar
Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas. , g

5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat
rekomendasi ini akan dicabut kembali. oy

Demikianlah rekomendasi izin Peneiitianlsdri'/ey ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan cleh yang berkepentingan dimana perlu.

: ,0292 Juni 2004

e

Tembusan Kpd Yth.

1. Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jkt.

2 Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
§3dr Bupati Tanah Datar di Batu Sangkar

4.. Pertinggal.

o

i -



TANAK DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR |
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jin. Suprapto No. 45 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

SURAT KETERANGAN I REKOMENDASI
Nomor : 070/ 114 /KB-LM/2004

Bardasarkan sural dari Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomer : 070/6045 Tanggal 1
Juni 2004 perihal tentang lzin Melakeanakan Penelitian/Survey, setelah dpelajari dengan ini kami alas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Dalar menyatakan fidak keberatan atas maksud d atag dengan lokasi di
Kabupaten Tanah Datar yang akan dlakukan oleh : -

Nama - . DESSIHAYU ASTUTI

Tempal/ Tanggal lahir .+ Pakan Baru/ 17 Desember 1981

Pekerjaan . Mahagiswa .

Alamat ¢ JL.Cut Nyak Dien Jambu Air No.£7 Pekanbaru

Karu Idenlitas . £0380516 -

Maksud aan Obyek . Penelifian

Judul 0 " Tinjauan Hukum Islam Gadai Tanaman Keras' dalam Adat
: Minangkabau [ Desa Padang Ganting)

Waldy 23 Juni s/d 1 Juli 2004

L okasi : Nagari Padang Ganting tec.Padang Ganfing -

Anggola L.

Uengan ketentuan sebagai berikut - '

. Kegiatan penelitian lapangan tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut d atas

2. Memberilahukan kedatangan serta maksud peneliian lapangan yang akan dlaksanakan dengan menunjukkan

surat-sural kelerangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah sstempal dgn melaporkan kembali

waiklu akan berangkat. " . '

Mematuhi semua peraturan yang berlaku dzn menghormati adat istiadat serta kabiasaan masyarakat setempat,

4. Bz ferfadi penyimpangan / pedanggaran terhadep kelenfuan-kelentusn tersebul d atas maka Surat
Keterangan/ Rekomendasi ini akan DICABUT kembali

. Suret Kelerangan/ Rekomendasi ini dberikan / Eeraku mulai tanggal 23 Juni s/d 1 Juli 2004

o

6. Melaporkan hasil penefilian lapangan ke Kantor [<esbang dan Linmas Kabupaten Tanah Datar |

- Balusangkar, 23 Juni 2004

AN. KEPALA: KANTOR KESBANG DAN LINMAS
. KABUPATEN TANAH DATAR

" l<asi Peanganan <onfik
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CWINAPG-2004, Padang Ciantiang, 2 Inli 2004,
..i slesainya Peuelitian Kaepady
esvi Haya Astugs, Vil Sdv; Dekan Pakulias Swariah IAIN Sugan
Kalt Jaga Yok Vﬁl arta.
D

Yokyakarta.

Serdasarkan surat Rekomendasi dars Kesbang dan I mmas Fabupaten Tanah Dafay
i\nmn ooy 07041 14 BT MM2004 ,tansgal 23 Tuni 2004 yang tewmbusamya pada
i vang mans pama yang fersebut di b awalt ot

N a s Dessi Hlaya Asgtati.

Temput Tl Lubir D Pekan Bara 17 Degernber 198

Pelerjaan : Mahasiswi, ‘

Adamat sdatun Ot Nyak Dien Jambu A No. 67 Pekan Bdm

Telal selesai melaksanakan Penelitian T enfang Tijauan Hukoem Tlm Gada
,i anaman Keras dalam adat Minang Kabau di w\’x‘fan Padang Ganting, darj T angYs
23 duni s/d L Suli 2004 dengan buik dan lancar tanpa hamb'n'm

Deeikiantal surat ini Jgi sampatkan untuk dapat dimaklumni,
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ALMPATEN
S
/ 7,
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PARANG B2
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Tembusan
I8 ‘x th. H;«l Kepola Kesbang dan Linmas di Batus: angle
2. Yth Bapak Camat Padeng Ganting di Koto Cudang Hxln.
3. \ rEip '



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan

secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam

penyusunan skripsi.

Naina
Tempat/T gl Lahir

Alamat

adang Gantian { .'0,‘7'7267(7 ,
22 g’ir &/Zb/ ?f@f‘z’i@




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah inj telah memberikan keterangan

secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam

penyusunan skrips;.

Nama
Tempat/Tgl Lahir

Alamat




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan

secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutul
penyusunan skripsi.

1kan dalam

Nama : OD%'/‘/%’/‘)CM‘ ..........................
Tempat/Tgl Lahir : %%‘”56/”%@/@’@’/?9‘?

< :
Alamat L TS s A,




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan

secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam

penyusunan skripsi.

Nama : 55//\3}\7‘%?9“\? ............................
. Tempat/Tgl Lahir : \7®\C’7‘V\©?’ru’ ..... { LSA"é(l"éé

Alamat ;.f{o*m;; Rﬁp ! M\'




Lampiran VI

DAFTAR RESPONDEN

* Tokoh Masyarakat
Data yang telah penyusun dapatkan tentang praktek gadai beserta aturan
adat Minangkabau mengenai gadai secara umum dan tanaman keras khususnya
di Nagari Padang Gantiang, penyusun dapat dari interview dengan:
1. Bpk Syafaruddin Dt. Marajo selaku Wali Nagari di Nagari Padang
Gantiang
2. Bpk. Bukhari Dt. Mantiko Rajo selaku Wakil Ketua KAN dj Nagari
Padang Gantiang
3. Bpk. Syawali Intan Dunieh selaku Kepala Jorong Koto Gadang di Nagari
Padang Gantiang
4. Bpk. Idris SB selaku Kepala Jorong Koto Alam di Nagari Padang
Gantiang
5. Bpk. Syaftil AMD selaku Sekretaris dj kantor Camat Padang Gantiang
6. Bpk. Adam Suria selaku Kasi Pemerintahan dan Ketertiban di kantor
Camat Padang Gantiang
7. Bpk. Syafruddin selaku Kaur Pembangunan Wali Nagari di Padang
Gantiang
8. Ibu Eka Sri Dewi selaku Kaur Perekonomian Wali Nagari di Padang

Gantiang

e Warga
Penyusun telah mendapatkan data-data dari beberapa warga yang
mengetahui dan pernah melakukan perjanjian pagang gadai tanaman keras.
1. Ibu Zubaedah
2. Ibu Misnawati
3. Ibu Rasidah
4. Bpk. Syahrizal

XII



. Bpk. Joharnis

5
6. Bpk. Syahruddin
7.
8
9

Bpk. Yoeshari

. Bpk. Palowan
. Bpk. Zakir

10. Bpk. Tohir
I1. Bpk Anas

XIv
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